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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penerapan kebijakan sistem kerja baru awalnya berdampak pada 

kekhawatiran pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah. Dimana masyarakat sedikit kebingungan dalam mengakses layanan 

publik yang diberikan oleh DPMPTSP maupun BKD DKI Jakarta. Berbeda dengan 

layanan DPMPTSP, layanan yang diberikan oleh BKD DKI Jakarta lebih mudah 

karena terdapat PIC/penghubung yang ada di dalam organisasi pemerintahan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang sempat muncul 

tersebut, kemudian berangsur membaik dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna 

layanan, seperti tidak perlu berkunjung ke lokasi layanan untuk mengakses layanan 

maupun melihat perkembangan/tindak lanjut dari layanan yang diberikan karena 

dapat diakses secara online (aplikasi/website/whatsapp), yang berdampak pada 

hematnya waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan.  

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan kedalam dua hal, yang pertama, 

optimalisasi pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP maupun BKD DKI 

Jakarta adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik 

maupun pemantauan kinerja pegawai. Dengan penggunaan teknologi informasi, 

pengguna layanan tetap dapat mengakses layanan walaupun di berada di luar 

kantor. Selain penggunaan teknologi informasi dalam berinteraksi, inovasi yang 

dilakukan oleh kedua organisasi tersebut adalah dengan penggunaan drop box 

dalam melakukan pemberkasan. Inovasi jemput bola atas pelayanan publik 

dilakukan oleh DPMPTSP, yakni dengan keterlibatan AJIB dalam memberikan 

pelayanan langsung ke warga masyarakat. Dalam upaya memperkuat informasi 

maupun data, dalam penerapan penelitian ini masih terdapat beberapa kendala, 

seperti sulitnya mendapatkan informan yang bersedia memberikan informasi secara 

mendalam, karena berkaitan dengan organisasi dimana dia bekerja. Upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara informal, setelah merasa 
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akrab kemudian dilakukan pendalaman terhadap isu atau permasalah tentang 

penerapan kebijakan WFH/WFO. 

Kedua, walaupun pelayanan publik ketika pandemi Covid-19 tetap berjalan 

tetapi beberapa kendala dan permasalahan tetap ada, diantaranya SOP kurang 

detail; Ketika diterapkanya sistem kerja piket berdampak pada tersendatnya proses 

layanan karena interaksi bukan dengan petugas sebelumnya, karena harus 

menjelaskan kronologis peristiwa dari awal; Tidak semua pengguna maupun 

pemberi layanan memahami penggunaan teknologi informasi; Masih terdapat 

pegawai yang dalam memberikan layanan berbelit; Beberapa pegawai kurang 

responsif; Pelaporan kinerja pegawai yang dilakukan di dua aplikasi, berdampak 

pada kurang efisiennya laporan kinerja pegawai. Informasi yang diberikan terbatas; 

serta tidak semua pengguna layanan memiliki alat scan atau memiliki kualitas 

kamera (handphone) yang baik. 

 

5.2. Saran 

 Penerapan kebijakan WFH/WFO dinilai pengguna layanan dan pegawai di 

lingkungan DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta merupakan langkah tepat yang 

diambil oleh pemerintah, guna meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19. 

Untuk meminimalisir terkendalanya pelaksanaan pelayanan publik pada instansi 

pemerintah, maka perlu akselerasi penerapan teknologi informasi dan digitalisasi 

pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah 

diatur pada Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE 

Nasional harus segera diimplementasikan pada instansi pemerintah, karena hal 

tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, baik 

layanan secara tatap muka, maupun layanan dengan menggunakan atau 

memanfaatkan teknologi informasi. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

khususnya DPMPTSP dan BKD, pertama perlunya pedoman tentang akses maupun 

proses layanan dengan menggunakan teknologi informasi. Regulasi tersebut 

mengatur pembagian tugas dan peran antar pegawai atau unit kerja, SOP atau tata 
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cara proses layanan, tata kelola aplikasi yang terstandar dan terintegrtasi, user 

friendly kemudahan dalam mengakses termasuk kemudahan akses bagi kelompok 

marginal, privasi dan kemanana, kemudahan dalam pemberian masukan dari 

pengguna layanan, serta evaluasi atas pemberian layanan secara digital 

(penggunaan teknologi informasi). 

Kedua, perlu adanya regulasi tentang skema ketika menerapkan sistem kerja 

WFH/WFO maupun FWA. Kementerian PANRB selaku instansi pemerintah yang 

memiliki tugas dan fungsi tersebut menyusun regulasi secara nasional yang 

mengatur terkait dengan pengukuran dan pemantauan kinerja pegawai selama 

menerapkan kebijakan tersebut, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung, seperti laptop, jaringan, maupun tempat kerja yang kondusif; Jabatan 

apa saja yang dapat dilakukan diluar kantor, seperti analis kebijakan, peneliti, dan 

lain-lain; Telah ditetapkannya target yang jelas, sehingga kaitan antara indikator 

kinerja individu dan kinerja organisasi dapat berkaitan; SOP layanan, 

pertanggungjawaban, menyampaikan laporan/progres pekerjaan; Jaminan atas 

kerahasiaan pekerjaan; Jaminan atas akuntabilitas pekerjaan; Memberikan 

keleluasaan kepada masing-masing instansi pemerintah dalam memberlakukan 

pekerjaan secara fleksibel; Komitmen seluruh organisasi dalam penerapan FWA. 

Ketiga, pedoman tentang mekanisme pengawasan atas kinerja pegawai, 

agar sesuai dengan target kinerja. Keempat, ketersediaan jaringan atau server dari 

aplikasi yang digunakan dalam berinteraksi antara pegawai maupun pengguna 

layanan. Awal pandemi covid-19 pengguna layanan mengeluhkan aplikasi yang 

sering bermasalah. Dengan di dukungnya teknologi informasi seperti server, 

jaringan, dan lain sebagainya diharapkan layanan publik berbasis digital dapat 

diakses dengan mudah. Kelima, perlunya integrasi data/aplikasi untuk 

mempermudah pengguna layanan dalam mengakses layanan. Ketika sudah 

terintegrasi, pengguna layanan saat melakukan input data cukup memasukkan 

nomor KTP sehingga informasi dasar sudah secara otomatis terisi. Hal tersebut 

dapat mempermudah pengguna layanan dalam mengakses layanan. 
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Keenam, perlu dilakukan pendalaman kepada organisasi yang memiliki 

perbedaan karakteristik yang banyak untuk mendapatkan informasi terkait 

penerapan sistem kerja WFH/WFO di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, 

juga dapat memperhatikan memperhatikan capaian hasil evaluasi SPBE dalam 

melakukan pendalaman atau penentuan lokasi penelitian. Mengingat bahwa ketika 

diterapkannya kebijakan sistem kerja WFH/WFO, lebih menggunakan teknologi 

informasi dalam berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Penentuan lokus penelitian dengan banyaknya karakteristik yang berbeda menjadi 

penting, mengingat bahwa karakteristik instansi pemerintah daerah di Indonesia 

yang beragam.  
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